
T-

/*\

BUPATI ilATUIttA
PROVIilSI KTPULAUAIY RIAU

PERATURAN BUPATI NATUIYA
IroMoR 5o TATTUN 2At6

TEITITANG

BIAYA BELAIIJA RUTIil OPERASTOTYAL SEKOLATT I BROS I TAItr'Ail KAIIAT(
XAIIAK,SEKOLATI DASAR, SEKOLAIT MENtItcAII pERTAlrA, SEKOLAH

UEITEIYGATI ATAS, DAII SEKOLATT UEIIENGAIT KE TURUAN DILIilcKUItcArt
PTMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

DTITGAIY RAIIMAT TUI{AIII YAITG ilAHA ESA

Menimbang i a.

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka melaksanakan Pehyaluran Biaya
Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) untuk Taman
Kanak Kanak,Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang
Tertib Administrasi, transparan, akuntabel, tepat sasaran
dan terhindar dari penyimpanganperlu membuat suatu
peraturan mengenai Biaya Belanja Rutin Operasional
Sekolah tersebut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentangBiaya Belanja Rutin Operasional Sekolah( BROS )
Taman Kanak Kariak,Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Natuna;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; tentang
PembentukanKabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 181, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 39O2'l sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2OOB tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Mengingat : 1.
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2.

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor LO7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880); c

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 111, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a237);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OA3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a237Ol;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomoq 23 Tahuq 2014 tentq4g Pemeriqtahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3aL2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3a13);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OOO tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 39530;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun
2OOg tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia
Tahun 2OO9 untuk Sekolah Dasar/Madarasyah Ibtidaiyah
(SD / Ml),Sekolah Menengah Pertarna / Madrasyah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasyah Aliyah
(SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah
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Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

ll.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaya4n Republik
Indonesia nomor 137 Tahun 2Ol4 tentarrg Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;

L2.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 20ll
tentang Susunan Organisasi dan Tata Keq'a Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
(Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2OLl Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2AL4 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
ZALS Nomor 4).

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2OL4 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Dagrah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol4 Nomor 53).

MEMUTUSKAIT

PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA RUTIN OPERASIONAL
SEKOLAH (BROS) TAMAN KANAK KANAK, SEKOI.AH DASAR
(SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH
KE.JURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAE}UPATEN

NATUNA;

BAB I
XETENTUAI{ UMUIII

Pasd I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten
Natuna;

4. Taman Kanak Kanak selanjutnya disebut TK adalah Taman
Kanak Kanak Negeri yang berada dihawah naungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;

5. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah Sekolah Dasar
Negeri yang berada di bawah naung€ul Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Natuna;

6. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di
bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Natuna;

7. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang berada di bawah
naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Natuna;

Menetapkan:
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8. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK
adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang
berada di bawah naungzrn Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Natuna; *

Belanja Rutin Operasional Sekolah yang selanjutnya di sebut
BROS adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai
kegiatan operasional personalia dan non personalia pada
TK,SD, SMP, SMA, dan SMK selama 1 (satu) tahun;

Pasd 2

Pertanggungjawaban Keuangan Dana BROS dilaksanakan dengan
Tertib Admiiristrasi, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan
terhindar dari penyimpangan;

Dana BRos aisur"klf"Li*u membiayai operasional
Sekolah/Program Keahlian berdasarkan Tingkatan Sekolah
dari Taman Kanak-kanak (TK),Sekolah Dasar (SD),Sekolah
Menengah Pertama (SMP),) Sekolah Menengah Atas (SMA)/,
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Besaran dan alokasi biaya BROS yang diterima Sekolah atau
Program Keahlian diatur dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;

BAB II
SEKOLAII PENERI}IA BROS

Pasal 4

Sekolah-sekolah penerima BROS adalah sekolah-sekolah negeri
yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Natuna.

BAB III
PEITGGUNAAN BROS

Pasd 5

(1) Penggunaan Dana BROS meliputi biaya Alat Tulis Sekolah
(ATS), biaya bahan dan aTat habis pakai (BAHP), biaya
Peningkatan Mutu Pendidik, Eriaya Pemeliharaan dan
perbaikan ringan, biaya sa.rana dan prasarana yang sifatnya
mendesak,biaya daya dan jasa, biaya transportasi, biaya
konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan
siswa/ekstrakurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek
kerja industri, biaya pelaporan, biaya pendaftaran siswa
baru, biaya pengadaan buku teks pelaja.ran untuk siswa;

(2) Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) adalah biaya untuk
pengadaan Alat Tulis Sekolah yang dibutuhkan untuk
pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar;

9.

(1)
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(3) Biaya Bahan dan Alat habis Pakai (BAHP) adalah biaya
untuk pengadaan aJat-a7at dan bahan-bahan praktikum IpA,
alat-a1at dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan
bahan-bahan pratikum bahasa, aJat-alat dan ilahan-bahan
pratikum Komputer, alat-alat danbahan-bahanpratikum
ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olahraga, alat-alat
dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan
kesehatan dan keselamatan, tinta, stempel, toner/tinta
printer dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu satu
tahun atau kurang;

(4) Biaya Peningkatan Mutu Pendidik adalah biaya yang
digunakan untuk kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah
(KKKS), Kelompok Keg'a Guru (KKG), Musyawarah Guru
Mata Pelajaran (MGMP), serta kegiatan lainnya yang sifatnya
untuk peningkatan Mutu Pendidik;

(5) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya
untuk rnernelihara dan rnernperbaiki sarana dan prasarana
sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan
prasarana sekolah agar lay* digunakan sebagai tempat
bel4far dan mengajar;

(6) Biaya sarana dan prasarana yang sifatnya mendesak adalah
segala biaya sa.rana dan prasa.r-ana yang belum dan atau
tidak tersedia disekolah dan keberadaannya sangat
diperlukan untuk proses belajar mengajar;

(71 Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar
langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belqjar
mengqiar di sekolah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain;

(8) Biaya Transportasi adalah biaya subsidiyang digunakan
baqtuaq tlqn_sportasl guru/pegawa! honor koryite seda
untuk keperluan perjalanan Dinas Pendidik, Tenaga
Kependidikan, dan Peserta Dldik baik di dalam maupun
diluar daerah;

(9) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi
dalam kegiatan qekolah seperti makan dan minqm sis-wa
yang tinggal di asrama sekolah, rapat-rapat sekolah,
perlombaan sekolah dan lain-lain;

(10) Biaya Asuransi adalah biaya membayar premi asuransi
untuk keamanan dan keselamatan sekolah, pendidik, tenaga
kependidikan dan peserta didik seperti asuransi kebakaran,
asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di
industri, dan lain-lain;

(11) Biaya pembinan siswa/ekstrakurikuler adalatr biaya untuk
menyelenggarakan kegiatan pembinaan sekolah melalui
kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Palang Merah
Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok
Ilmiah Remaja (KIR), Olahraga Kesenian (Seni dan Budaya),
Lomba Bidang Akademik, Perpisahan Kelas Terakhir,
Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Bimbingan Belajar,
terobosan-terobosan untuk menghadapi Ujian Nasional dan
lain-lain;
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{l2l Biaya Uji Kompetensi adalah biaya untuk menyelenggarakan
ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) yang akan lulus;

(13) Biaya praktek kerja industri (Prakerin) adalali biayauntuk
penyelenggaraan Praktek Industri bagi peserta didik SMK;

(l4l Biaya Pelaporan adalah biaya untuk men)rusun dan
mengirimkan laporan sekolah/madrasyah kepada pihak yang
berwenang;

(15) Biaya Pendaftaran Siswa baru adalah Biaya Administrasi
yang dibebankan kepada Siswa baru seperti: Map Pulpen,
Kertas dan lain-lain serta biaya pendaftaran ulang;

(16) Biaya Pengadaan Buku Teks Pel4jaran untuk Siswa adalah
Biaya yang diperlukan untuk mengadakan Buku Teks
pelajaran yang wajib dimiliki oleh siswa sekurang kurangnya
1 (Satu) Buku dari masing-masing Pelajaran;

(LTt Biaya pengadaan buku Lembar Kerja Siswa adalah biaya
yang diperlukan untuk mengadakan soal-soal Lembar Kerja
Siswa;

(18) Biaya Peningkatan gzi atau pembelian makanan tambahan
(PMTAS) untuk siswa;

(19) Biaya Pemantauan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK).

(2Ol Pengadaan buku-buku Pel{aran teks LSK disesuaikan
dengan kemampuan Anggaran BROS sekolah;

Pasal 6

Standar Pelayanan Minimal Sarana Buku Pelat'aran disesuaikan
dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

(1) Setiap TK menyediakan buku teks pelajaran,buku
Panduan,buku referensi,dan Lain-lain.

{21 Setiap SD menyediakan Buku Teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah mencakup Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan
Kewarganega.raan, dengan perbandingan satu set untuk
setiap peserta didik;

(3) Setiap SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua Mata
Pelqiaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta
didik;

t4) Setiap SMA/SMK menyediakan buku teks yang sudah
ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua
Mata Pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap
peserta didik;

(5) Setiap TK memiliki 50 judul buku pengayaan dan 5 buku
referensi,SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10
buku referensi dan setiap SMP memiliki 200 judul buku
pengayzran dan 2O buku referensi dan SMA/SMK memiliki

lf'{RL'Xfi'15

300 judul buku pengay€mn dan 4O buku referensi;
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(1)

(2)

BAB TY

SISTEil PENCAIRAIY DAIT PERTAITGGUITTG'AUIABAIII
DAIITA BROS

Pasal 7
BROS dapat dicairkan melalui ca_ra tambahan uang (TU);

Besarnya biaya BROS yang di terima oleh masing-masing
Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;

Aggaran BROS di salurkan melalui Rekening masing-masing
Sekolah;

Anggaran BROS dicairkan per triwulan;
Mekanisme pertanggungiawaban Bendahara pengeluaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna ke
Beirdahara Umum Daerah (BUD) aifatut<an melalui
Tambahan Uang Nihil yang disampaikan paling lambat 90
(Sembilan Puluh) Hari kerja;

(3)

(41

(s)

BAB V

PERSYARATAIT PIITCAIRAIT

Pasal 8

BROS dapat dicairkan setelah sekolah-sekolah sebagai penerima
BROS memenuhi persyaratan berikut:
(1) Memiliki Rekening Bank atas nama Sekolah;

l2l Menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
(RKAS) tentang Penggunakan dana BROS untuk 1 (Satu)
Tahun;

(3) Untuk pencairan Biaya BROS pada triwulan berikutnya
pihak sekolah selaku pengguna dana BROS harus
menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggun€ran
biaya BROS pada triwulan sebelumnya;

(41 Jika point 3 diatas tidak terpenuhi maka pencairan dana
BROS triwulan berikutnya tidak dapat diproses;

BAB VI
ORGANISASI PELAITSAIIA BROS DI TIIYGKAT SEKOLATI

Pasal 9

Penanggungiawab BROS Tingkat Satuan Pendidikan :

a. Ketua merangkap penanggungiawab;

b. Bendahara;

c. Ketua Komite Sekolah;

PARAF KOORDIN
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(2t

BAB VII
PEIVGAWASAIT PELAI(SAITAAIY BROS

Pasal 1O

Untuk mengawasiPelaksanaan BROS di Sekolah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaaa Kabupaten Natuna menunjuk
Pengawas Sekolah sesuai Bidang Pengawasannya dan
Pengurus BROS tingkat Kabupaten;

Tim Pengawas BROS tingkat Kabupaten diangkat melalui
Keputusan Kepala Dinas Pendiddikan dan Kebudayaan;

BAB VIII
KETEIYTUAIII PEIYUTUP

Pasal 11

Pada saat Peratura.n Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2016 tentang Biaya Belanja Rutin Operasional
Sekolah(BROS) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan
sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Natuna dicabut dan dinyatakan tidak bertaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Elupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Natuna

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 11 t-to-r Torb

SEKRETARIS DAERAH
K^ABUPATEN NATUNA,

Ditetapkan di Ranai

TI IYATUNA,

nnnnrKoo-Eglw
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